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ABSTRACT

POLICY FORMULATION PROCESS OF REGIONAL BUDGET BY LOCAL
GOVERNMENT AND DISTRICT PARLIAMENT KAPUAS HULU 2014

Usman
usmansekda66@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Regional Budget (APBD) was one of the indicators of development’s
success in a region as it delineated priority and policy direction of local
government in one year that aimed for the welfare of people. To that end, people’s
participation was essentially pivotal in drawing up regional budget in view of
people’s information about their circumstances and needs.

The issues in this research is how the process of policy formulation by the
Regional Government and Parliament Kapuas Hulu 2014. The study was
conducted on the process of policy formulation and priority, altermative policy
choice, and policy enforcement. The purpose of this study was to analyze the
budget policy formulation process by the Regional Government and Parliament
Kapuas Hulu in 2014. First phases was defining problem, the second was
prioritizing agenda, followed by setting policy alternatives to solve problem, and
the fourth was enforcing policy. The research is a qualitative descriptive
interpretive.

The results showed that the policy formulation process of the regional
budget (APBD) by Regional Government and Parliament Kapuas Hulu is bootom
up process. Stages starting from “Musrenbang” at the village and subdistrict
which is insolving the community to level discussions related agencies at the
district level. The next stage is discussion and joint determintaion between Local
Government and Parliament Kapuas Hulu. The output of the policy formulation
process is local regulation about budget (APBD) Kapuas Hulu Regency. In the
process of formulating encountered some constraints both derived from the
budgetary sector and non-budgetary sector that inhibit the process of formulation
not running optimally.

Keywords: policy formulation, regional budget.
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ABSTRAK

PROSES FORMULASI KEBIJAKAN APBD OLEH PEMERINTAH DAERAH
DAN DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014

Usman
usmansekdab6@email com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu
indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah, sebab APBD menggambarkan
prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran yang
bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk itu, partisipasi masyarakat
menjadi sangat penting pada perumusan APBD mengingat masyarakatlah yang
memiliki informasi mengenai kondisi dan kebutuhannya.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses formulasi kebijakan
APBD oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014.
Kajian dilakukan terhadap proses perumusan masalah dan prioritas, agenda
kebijakan, pemilihan altematif kebijakan dan penetapan kebijakan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis terhadap proses Formulasi Kebijakan
APBD oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014
yang di kaji pada tahapan-tahapan formulasi yaitu: 7ahap Perumusan Masalah,
Tahap Agenda Kebijakan, Tahap Pemilihan alternatif dan Tahap Penetapan
kebijakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses formulasi kebijakan APBD
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu bersifat bottom up.
Tahapnya dimulai dan Kegiatan Musrenbang Desa dan Kecamatan yang turut
melibatkan masyarakat hingga pembahasan tingkat instansi terkait di tingkat
Kabupaten. Tahapan selanjutnya yaitu Pembahasan dan Penetapan bersama antara
Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Hulu. Qutput akhir dari proses
formulasi kebijakan APBD tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu tentang APBD. Dalam proses formulasi tersebut ditemui beberapa kendala
baik yang berasal dari sektor anggaran maupun non-anggaran yang menghambat
proses formulasi sehingga tidak berjalan optimal.

Kata Kunci  : Formulast Kebijakan, APBD.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Pemda Kabupaten Kapuas Hulu
a. Letak Geografis Kabupaten Kapuas Hulu.

Kabupaten Kapuas Hulu adalah salah satu daerah yang termasuk
ke dalam Propinsi Kalimantan Barat. Secara Geografis berada diantara
0,4° Lintang Utara sampai 1,4° Lintang Selatan dan antara 111,40° Bujur
Barat sampai 114,10° Bujur Timur dengan Tbu Kota Putussibau.

Secara umum letak Kabupaten Kapuaé Hulu memanjang dari
arah Barat ke Timur, dengan jarak tempuh terpanjang + 240 Km dan
melebar dari Utara ke Selatan + 126,70 Km serta merupakan Kabupaten
paling Timur di Propinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kabupaten
Kapuas Hulu adalah 29,842 Km? (+ 20,33 % dari luas wilayah Provinsi
Kalimantan Barat). Jarak tempuh dari Ibukota Propinsi adalah + 657 Km
melalui jalan darat, + 842 Km melalui jalur aliran Sungai Kapuas dan +
1,5 jam penerbangan udara. Jumlah curah hujan adalah ukuran jumlah
curahan air yang turun/keluar dari awan yang mencapai bumi dinyatakan
dengan mm (mili meter), jumlah curah hujan 1 mm adalah ketinggian air

hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar tidak meresap, tidak

menguap, tidak mengalir artinya pada setiap 1 m? lapisan tanah dengan
jumlah curah hujan 1 mm mempunyai volume 1 liter. Jumlah curah
hujan di Kabupaten Kapuas Hulu cukup tinggi dalam satu tahun berkisar

antara 4.500 mm sampai 6.000 mm dengan jumlah air hujan antara
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250-300 pertahun dan jumlah curah hujan maksimum dapat terjadi
berkisar antara 50-180 mm/han sedangkan intensitas hujan rata - rata 0,20
mm/menit. Melihat geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki luas
wilayah cukup luas dan juga berbatasan dengan negara tetangga Malaysia,
sudah seharusnya pembangunan baik semuber daya alam maupun sumber
daya manusia dapat ditingkatkan dan dikembangkan. Pengembangan
sumber daya alam seperti hutan, danau menjadi perhatian yang sangat
serius yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Karena
sesuai dengan salah satu program Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten
Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi hutan dan danau.

Adapun Batas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan
Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sintang.

3. Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Bagian Serawak (Malaysia).

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan
Kabupaten Sintang.

Melihat geografis Kabupaten Kapuas Hulu yang memiliki luas
wilayah cukup luas dan juga berbatasan dengan negara tetangga Malaysia,
sudah seharusnya pembangunan baik semuber daya alam maupun sumber
daya manusia dapat ditingkatkan dan dikembangkan. Pengembangan
sumber daya alam seperti hutan, danau menjadi perhatian yang sangat
serius yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Karena

sesuai dengan salah satu program Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten
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Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Konservasi hutan dan danau. Secara

administratif, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri

dar1 23

Kecamatan, 278 Desa dan 703 Dusun. Adapun kecamatan-kecamatan dan

luas wilayahnya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada

tabel 4.1 benkut 1ni:

Tabel 4. 1

Luas Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Dirinci per Kecamatan

Luas
No. Kecamatan Ibu Kota Km2 (%)
7 2 3 4 J5
1. | Putussibau Utara Putussibau 4.521,87 14,51
2. | Putussibau Selatan Kedamin 6.352,34 20,38
3. | Bika Bika 531,02 1,70
4. | Kalis Nanga Kalis 2.519,59 8,08
5. | Mentebah Mentebah 786,41 2,52
6. | Boyan Tanjung Boyan Tanjung 708,78 2,27
7. | Pengkadan Menendang 315,27 1,01
8. | Hulu Gurung Tepuai 442,59 1,42
9. | Seberuang Sejiram 494,80 1,58
10. | Semitau Semitau 790,74 2,54
11. | Suhaid Nanga Suhaid 429,23 1,38
i 12. | Selimbau Selimbau 1.100,72 3,53
13. | Jongkong Jongkong 578,88 1,85
| 14. | Bunut Hilir Nanga Bunut 849,64 2,73
15. | Bunut Hulu Nanga Suruk 1.525,19 4,89
16. | Embaloh Hilir Nanga Embaloh 688,32 2,20
17. | Embaloh Hulu Benua Martinus 3.562.29 11,43
18. | Batang Lupar Lanjak 1.577,69 5,006
19. | Badau Badau 573,49 1,84
20 | Empanang Nanga Kantuk 626,29 2,01
21. | Puring Kencana Sungai Antu 295,06 0,95
| 22 | Silat Hilir Nanga Silat 895,02 2,87
23. | Silat Hulu Nanga Dangkan 997,80 3,20
Total 31.162,87 100 %

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kapuas Hulu

b. Keadaan Demografis.

Berdasarkan akumulasi

data pada

masing-masing kecamatan di

Kabupaten Kapuas Hulu, diperoleh jumlah penduduk Kabupaten Kapuas Hulu
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per 31 Oktober 2014 scbanyak 256.796 jiwa terdirt dart 131.338 jiwa laki-laki

dan 125458 jiwa perempuan serta jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak

75.469 KK, sebagaimana terlihat pada tabel 4.2 berikut ini :

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu

(Keadaan per 31 Oktober 2014)

Penduduk
No Kecamatan LKk Pr Jumlah KK
1 2 3 4 5 6
1. | Putussibau Utara 15.169 13.791 28.960 11.190
2. | Putussibau Selatan 10.009 9.492 19.501 5211
3. | Bika 2.041 1.943 3.984 1.377
4. | Kalis 7.292 6.954 14.246 3.726
5. | Mentebah T\ 5917 5.336 11.253 2.919
6. | Boyan Tanjung 6.817 6.476 13.293 3.673
7. | Pengkadan 4.683 4.638 9321 2.765
8. | Hulu Gurung 7.036 6.865 13.901 4.166
9. | Seberuang 5.705 5411 11.116 3.051
10. | Semitau 4.490 4.343 8.833 2.412
11. | Suhaid 4.851 4.591 9.442 2.704
12. | Selimbau 7.168 7.082 14.250 4.330
13. | Jongkong 5.735 5.522 11.257 3.407
14. | Bunut Hilir 4.662 4.647 9.309 2.532
15. | Bunut Hulu ] 7.770 7.517 15.287 4.234
16. | Embaloh Hilir 3.303 3.125 6.428 1.656
17. | Embaloh Hulu 2.920 2.864 5.784 1.575
18. | Batang Lupar 2.973 2.881 5.854 1.696
19. | Badau — 3.498 3.263 6.761 2.065
20 | Empanang 2.416 1.758 4.174 1.098
21. | Puring Kencana 1.360 1.227 2.587 733
22. | Silat Hilir 9.088 9.860 18.948 5.474
23. | Silat Hulu 6.435 5.872 12.307 3.475
Jumlah 131.338 125.458 256.796 75.469
Sumber : Bagian Pemeriritahan Setda Kabupaten Kapuas Hulu
c. Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada

daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan

otonomi daerah, dipandang perlu untuk menekankan prinsip-prinsip
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demokrasi,pcran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan
Lembaran Negara Republik Indonesia, diatur secara jelas mengenai
Otonomi Daerah yang tertulis dalam penjelasan UUD 1945 yaitu:
Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menghadapt perkembangan keadaan baik didalam
maupun diluar negeri serta tantangan persaiangan global dipandang perlu
adanya penyelenggaraan oronomi daerah dengan memberikan kewenangan
yang luas ,nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara
proporsional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian,pemanfaatan
sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai
dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,pemerataan dan
keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan
dalam negara Kesatuan Repubhk Indonesia. Sejak dimunculkannya
otonomi daerah yang pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 vang ternyata dalam kenyataannya tidak sesuai
dengan  perkembangan  keadaan ketatanegaraan dan  tuntutan
penyelenggaraan otonomi daerah,sehingga perlu direvisi dan kemudian

disahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
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Daerah Otonomi daerah berarti hak wewenang dan kewajiban suatu
pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesual peraturan
perundang-undangan otonomi daerah. Adapun Pejabat Pemerintah Daerah

kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat pada table 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.3
Nama Jabatan di Lingkungan Sek?etariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

No. Nama Jabatan

1 2

1. | Bupati Kapuas Huhu

2 Wakil Bupati Kapuas Hulu

3 Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

4 Asisten Pemerintahan

5 Asisten Perekonomian dan Pembangunan

6. Asisten Administrasi dan Umum

7 Kepala Bagian Umum

8 Kepala Bagian Humas

9 Kepala Bagian Organisasi

10. | Kepala Bagian Kesra

11. | Kepala Bagian Hukum

12. | Kepala Bagian Pemerintahan B

13. | Kepala Bagian Pertanahan

14. | Kepala Bagian Perekonomian

15. | Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik

16. | Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan o

__IL Staf Ahh Bidang Pemerintahan ] -
18 Staf Ahh Bidang P;ngpmbangan
" | SDM dan Refornasi Birokrasi

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
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“Dinas daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah
dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat
spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit daerah” (Sunarno,
2009:75). Adapun Pejabat Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat pada table 4.4 berikut ini :

Tabel 4.4
Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kapuas Hulu

No. Jabatan
1 3

1. | Dinas Bina Marga dan Pengairan

2. | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

3. | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

4. | Dinas Prawisata dan Kebuyaan

5. | Dinas Perkebunan dan Kehutanan

6. | Dinas Perikanan

7. | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

8. | Dinas Pertambangan dan Energi

9. | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial

10. | Dinas Kesehatan

11. | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

12. | Dinas Perindustran, Perdaganagn dan Koperasi

13. | Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

14. | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

15. | Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

16. | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
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17. | Badan Pengelolaan Perbatasan

18. | Badan Penanggulangan Bencana

19. | Badan Kepegawaian Daerah

20. | Kantor Lingkungan Hidup

21. | Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB

22. | Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

23. | Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

24. | Inspektorat Kabupaten

25. | Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Hulu

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

2. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
a. Keanggotaan DPRD

Keberadaan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten
Kapuas Hulu sebagai salah satu simbol demokrasi sebenarnya telah
melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang yang dimulai sejak masa
penjajahan Belanda sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat sebagaimana
yang ada sekarang. Kondisi yang ada dimasa sekarang tidak dapat
dipisahkan dengan berbagai perisiwa yang mendahului seperti : bentuk
pemerintahan, sistem politik, serta berbagai perkembangan sosial
kemasyarakatan yang cenderung lebih dinamis dan kritis dibandingkan
dengan masa-masa sebelumnya.

Pada Pemilu 2009-2014 di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat
peningkatan jumlah anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dar1 25 orang
anggota menjadi 30 anggota. Peningkatan 1n1 disebabkan terdapat jumlah

peningkatan jumlah pemilih di Kabupaten Kapuas Hulu. Anggota DPRD
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yang berjumlah 30 orang ini merupakan hasil pemilu yang berasal dari 23
Kecamatan. Darn 23 Kecamatan ini dibagi menjadi 3 daerah pemilihan
(Dapil). Daerah pemilihan 1 terdiri dari Kecamatan Putussibau Utara,
Embaloh Hulu, Batang Lupar, Badau, Empanang dan Puring Kencana.
Daerah pemilihan 2 terdin dan Kecamatan Jongkong, Hulu Gurung,
Selimbau, Suhaid, Semitau, Seberuang, Silat Hulu dan Silat Hilir. Daerah
pemilihan 3 terdiri dan Kecamatan Putussibau Selatan, Kalis, Mentebah,
Bunut Hulu, Boyan Tanjung, Pengkadan, Bika, Embaloh Hilir dan Bunut
Hilir. Dan 23 Kecamatan ini menghasilkan anggota-anggota DPRD

terpilih dari beberapa partai pengusungnya seperti tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4.5
Jabatan dan Partai Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2009-2014
No. Jabatan Partai
1 3 4
1 Ketua PPP
2 Wakil 1 GOLKAR ]
3 Wakil 11 PDIP
4 Anggota GOLKAR
5 Anggota GOLKAR
6 Anggota GOLKAR
7 Anggota PPP
8 Anggota PPP
9 Anggota PPP
10 Anggota PPP
11 Anggota PDIP
12 Anggota PDIP
13 Anggota PDIP
14 Anggota DEMOKRAT
15 Anggota DEMOKRAT
16 Anggota DEMOKRAT
17 Anggota PKPI
18 Anggota PKPI
19 Anggota PKPI
20 Anggota NASDEM
21 Anggota NASDEM
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22 Anggota GERINDRA
23 Anggota GERINDRA
24 Anggota GERINDRA
25 Anggota PAN

26 Anggota PAN

27 Anggota HANURA
28 Anggota HANURA
29 Anggota PKB

30 Anggota PKS

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang terpilih ini
merupakan anggota Partai Politik peserta pemilu yang terpilih berdasarkan
hasil pemilihan ﬁmum. Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
pelantikannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor 526 Tahun 2009, tanggal 8 September 2009 sebagai wakil
pemerintah pusat dan bertindak atas nama Presiden berdasarkan usul
Bupati sesuai Laporan Hasil Rekapitulasi perolehan suara oleh KPUD
Kabupaten Kapuas Hulu. Sebelum memangku jabatan, anggota DPRD ini
harus mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil
Ketua Pengadilan sesuai dengan tingkatan dalam rapat Paripurna DPRD
yang bersifat istimewa.
. Kedudukan, Tugas dan Kewajiban Fraksi DPRD
1) Kedudukan Fraksi
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hanya 1 partai yang
memperoleh 1 fraksi yaitu partai Golkar dan yang lainnya merupakan
fraksi gabungan beberapa partai. Partai golkar berjumlah 4 orang
legislator terpilih ditambah 1 orang dari partai PKS sehingga fraksi
Partai Golkar berjumlah 5 orang. Adapun nama-nama fraksi dan

anggotanya seperti terlihat dalam tabel 4.6 di bawah int :
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Nama-nama Fraksi dan Anggota Fraksi DPRD Kab. Kapuas Hulu Periode 2009-

2014

No.

Nama Fraksi

Kedudukan

dalam Fraksi

2

4

Fraksi Partai
Golongan Karya

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota

Fraksi Partai
Persatuan
Pembangunan

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota

Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia
Perjuangan

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota

Fraksi Partai
Demokrat

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota

Fraks) PKPI

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota

]

Frakst GERINDRA

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

Dan tabel 4.6 diatas, fraksi Partai Golkar berjumlah 5 orang yag terdiri

dari 4 orang berasal dar Partai Golkar dan 1 orang dari Partai PKS, . Sedangkan

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terdiri dan 5 orang yang berasal dan Partai

Persatuan Pembangunan 5 orang dan kelima orang tersebut berasal dari Partai
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Persatuan Pembangunan. Untuk fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

terdiri dari 5 orang, 4 orang berasal dart Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

dan 1 orang dan PKB,. Fraksi Partai Demokrat berjumlah 5 orang yang terdiri
dari Partai Demokrat 3 orang dan 2 orang berasal dan PAN. Fraksi PKPI
berjumlah 5 orang yang terdiri dari 2 orang dari Hanura, Fraksi Gerindra 5 orang
dan 2 orang dari Nasdem.

Selanjutnya kedudukan fraksi-fraksi di DPRD adalah sebagai berikut :

a. Fraksi adalah pengelompokkan anggota DPRD berdasarkan kekuatan partai
politik yang mencerminkan konfigurasi politik peserta pemilihan umum,;

b. Partai politik yang dapat membentuk fraksi adalah partai politik yang
memperoleh kursi paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) darn jumlah anggota
DPRD;

c. Partai-partai politik yang jumlah kursinya di DPRD kurang dari 1/10 (satu per
sepuluh) membentuk satu fraksi yang merupakan gabungan dar partai-partai
politik yang bersangkutan atau bergabung kedalam salah satu fraksi yang ada;

d. Setiap anggota DPRD adalah anggota salah satu fraksi;

e. Nama dan susunan pimpinan fraksi ditentukan oleh masing-masing Dewan
Pimpinan Partai Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota dan dilaporkan kepada
Pimpinan DPRD;

f. Nama dan susunan fraksi gabungan ditentukan oleh kesepakatan fraksi yang
bergabung dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD;

g. Susunan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
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2) Tugas Fraksi
Adapun tugas dan kewajiban fraksi yang ada di DPRD adalah sebagai
berikut:

a) Merumuskan dan menyalurkan hal-hal yang menjadi kebijakan partai
politiknya;

b) Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggota masing-masing
fraksinya;

¢) Menentukan dan mengatur segala yang menyangkut urusan fraksi
masing-masing;

d) Meningkatkan kemampuan, disiplin, tanggung jawab, motivasi,
kerjasama, efisiensi dan efektivitas kinerja bagi para anggota DPRD
dalam menjalankan tugas yang tercermin di setiap kegiatan DPRD;

€) Menetapkan setiap anggotanya dalam penugasan di komisi-komisi dan
panitia-panitia;

f) Melakukan pengawasan terhadap kehadiran dan kinerja anggotanya
dalam setipa kegiatan DPRD;

g) Fraksi-fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan
DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu di bidang tugas DPRD,
baik diminta atau tidak;

h) Dalam melakukan tugas, fraksi mendapat bantuan sarana dan
dukungan tekmis administratif dart Sekretariat DPRD. Tugas anggota
DPRD dalam menjalankan fungsinya, diantaranya melalui konsuitasi
publik yang dilakukan pada masa sidang membert peran penting pada

komisi-komisi sesuai bidangnya untuk merespon aspirast masyarakat,
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baik yang diaspirasikan langsung ke DPRD maupun ketika DPRD
melakukan kunjungan kerja ke lembaga pemerintah daerah untuk
mencari informasi berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang
disalurkan melalui DPRD
c. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
Adapun Yang menjadi alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selatan tahun 2009-2014, sebagai berikut:
a) Pembentukan Pimpinan DPRD
Anggota DPRD terpilih selanjutnya disumpah dengan Pimpinan belum
terbentuk, maka DPRD dipimpin oleh Pimpinan sementara dengan
tugas pokok memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan
fraksi, menyusun rancangan peraturan tata tertib DPRD, dan
memproses pemilihan pimpinan definitif. Pimpinan sementara berasal
dari dua partai politik yang memperoleh kuns terbanyak pertama dan
kedua di DPRD untuk menduduki jabatan Ketua dan Wakil Ketua
yang ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik
bersangkutan yang ada di DPRD. Jika tidak terdapat kata kesepakatan
maka ditetapkan seseorang yang tertua dan termuda usianya dari partai
politik yang bersangkutan. Selanjutnya calon pimpinan DPRD yang
akan ditetapkan secara defimitif diusulkan oleh fraksi. Fraksi yang
berhak mengajukan calon pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan
perolehan suara terbanyak hasil pemilihan umum. Pemilihan pimpinan
DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pimpinan DPRD berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :
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1) Meninggal dunia;

2) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;

3) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalaangan tetap sebagai pimpinan DPRD;

4) Melanggar kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan Badan
Kehormatan DPRD;

5) Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 tahun
penjara,;

6) Ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPRD oleh partai
politiknya. (sumber:UUU No. 27 Tahun 2009).

Pemberhentian pimpinan DPRD untuk tingkat Provinsi diresmikan
dengan Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri, sedangkan untuk
pimpinan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan penetapan
Keputusan Gubernur yang masing-masing atas nama Presiden. Pengisian
pimpinan DPRD yang diberhentikan dipilih dari dua orang calon yang
diusulkan oleh fraksi asal pimpinan DPRD yang diberhentikan. Adapun
pimpinan DPR Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilithat pada tabel 4.7

sebagai berikut:
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Tabel 4.7

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
2009-2014.

No. Nama Dewan Jabatan Partai

1 2 3 4

1. Rajuliansyah, S.Pd.I Ketua PPP

2. | Ade M. Zulkifli, S. AP Wakil 1 GOLKAR

3. Robertus, SH Wakil IT PDIP

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

b) Komisi-Komisi

Komisi sebagai alat kelengkapan DPRD bersifat tetap dan

dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD wajib menjadi anggota

komisi dan jika terjadi perpindahan antar komisi hanya dapat

dilakukan atas dasar usul dan fraksinya yang diputuskan dalam rapat

Paripurna DPRD. DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai 3

-

Komisi yaitu Komisi A yang membidangi Hukum dan Pemerintahan,

Komisi B yang membidangi Ekonomi dan Keuangan, dan Komisi C

yang membidangi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat. Adapun

uraian tugas komisi dapat dilihat dalam tabel 4.8 berikut ini :
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Tabel 4.8
Dattar Nama dan Kewenangan Komisi A DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
Kedudukan Bidang Tugas Komisi
No. Nama Dewan . . ;
Dalam Komisi | Bidang Hukum dan Pemerintahan
1 2 3 4
1. | H. Muksin, S.Ag Ketua Bidang Hukum, Perundang-undangan,
2. | Achmad Tarmizi, A. Md Wakil Ketua | Ketertiban Umum, Kependudukan dan
i' 3‘4 Zaini, S. Pd. 1 S:]]:retans Catatan Sipil, Penerapan dan Pers,
. anuar ggota . ..
5. | Imam Shabirin, S. Pd. | Anggota Kep.egawal.a'n dan Ap.arat.ur, Penizina,
6. | Antonius Manyu, A. Md. Kep Anggota Sosial, Politik, Organisasi Masy?rakat,
7. | Baraun, AMd. Pd Anggota Kebudayaan, Pertanahan, Kerjasama
8. | Herlinawati, SH Anggota Internasional, Pendidikan, Kesehatan,
9. | Fabianus Kasim, SH Anggota Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Aset
Daerah, Agama, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Wanita.

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

Selanjutnya nama dan kewenangan Komisi B terlihat dalam tabel 4.9

berikut ini:
Tabel 4.9
Daftar Nama dan Kewenangan Komisi B DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
Kedudukan Bidang Tugas Komisi
No. Nama Dewan . . ; .
Dalam Komisi Bidang Ekonomi dan Keuangan
1 2 3 4
1. | Budiarjo, SH Ketua Perdagangan, Perindustrian,
2. { H. Wan Taufikorahman, SE, MAP Wakil Ketua | Pertanian, Perikanan, Peternakan,
3. | Karyo Sumadi , Sekretaris Perkebunan, Kehutanan, Ketahanan
4. 1Ir. Agustmgs Kasmayan, MH Anggota Pangan, Logistik, Koperasi dan
5. | Cosmas Priya Utama, S. Sos Anggota UKM. P kan. Retribusi
6. | Nurjana Aini, A. Md Anggota », Perpajakan, Retribusl,
7. | Hairuddin, S. Pd Anggota Perbankan, Badan Usaha Milik
8. | Antonius Thambun, SH Anggota Daerah, Penanaman Modal, dan
9. | Sitim Harjo Anggota Dunia Usaha, serta Perhubungan dan
Pariwisata.

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

Untuk Komisi C, daftar nama dan Kewenangannya dapat dilihat

dalam tabel 4.10 dibawah ini:
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Daftar Nama dan Kewenangan Komisi C DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
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Bidang T Komisi
No Nama Dewan Kedudukan . e e o
. Dalam Komisi Bidang Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat
1 2 4 5
1 | Antonius L. Ain Pamero, Sm, Hk Ketua Bidang Pekerjaan Umum, Tata
2 Harmdi Jafar, S. Sos Wakil Ketua Kota, Pertamanan, Kebersihan,
3 | Yanto, S_P ‘ Sekretaris Sosial, Pertambangan dan
4 | Drs. Jom Kanpso . Anggota Energi, Perumahan Rakyat,
5 | Maura Marselina Hiroh Anggota , .
6 | Drs. Mansurudin Anggota Lingkungan Hidup,
7 | Samsuddin Anggota Kepemudaan dan Olahraga.
8 | Alimin Anggota
9 | Alexander Trifanto Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

Selanjutnya tugas Komisi-komisi

berikut :

secara terperinci sebagai

1. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan

NKRI dan Daerah;

2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan PERDA dan rancangan

Keputusan DPRD;

3. Melaksakan pengawasan terhadap pembangunan, pemerintahan, dan

kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;

4. Membantu pimpinan DPRD dalam mengupayakan penyelesaian

masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada

DPRD;

5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi

masyarakat;

6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;




7.

10.
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Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas
persetujuan Pimpinan DPRD;
Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang
lingkup bidang tugas masing-masing komisi;
Serta memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang
hasil melaksanakan tugas komisi.
Badan Anggaran

Badan anggaran merupakan alat kelengkapaﬁ DPRD vyang
bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan
keanggotaan DPRD. Badan anggaran Kabupaten Kapuas Hulu
berjumlah 16 orang dengan Ketua Rajuliansyah, S.Pd.1. Berikut adalah
susunan keanggotaan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten

Kapuas Hulu, dapat pada tabel 4.11 di bawah ini1 :

Tabel 4.11
Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu
No. Fraksi Jabatan
1 3 4
1 PPP Ketua
) GOLKAR | Wakil |
S
3 PDIP Wakail 11
4 GOLKAR |  Anggota |
S JEMOKRAT ; Anggota
6 PPP Anggota
7 PAN 1 Anggota o
8 PKPI Anggota
9 NASDEM Anggota
10 PDIP Anggota
11 J DEMOKRAT Anggota
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12 GERINDRA Anggota
13 PKPI Anggota
14 GOLKAR Anggota
15 PDIP Anggota
16 SEKWAN Bukan Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas :

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD
kepada Walikota dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah selambat - lambatnya 5 (lima) bulan
sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada
komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan
rancangan Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran
sementara.

3. Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam
mempersiapkan rancangan peraturan daerah perubahan APBD dan
rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

4. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD
dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim
anggaran pemerintah daerah.

5. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah
terhadap rancangan kebijakan umum APBD seta rancangan prioritas

dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota.
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6. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan

anggaran belanja.

d) Badan Legislasi

Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kapuas

Hulu

menyebutkan bahwa Badan Legislasi merupakan alat kelengkapan

DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna. Jumlah

anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota satu

komist di DPRD, yaitu 9 orang dengan ketua Imam Shabirin, S. Pd.]

Berikut adalah susunan keanggotaan Badan Legislasi (Baleg) DPRD

Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada table 4.12 di bawah ini

Tabel 4.12

Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

Pengembangan Legislasi

No. Fraksi Jabatan
1 3 4
B DEMOKRAT L Ketua
2 PKPI Wakil
3 GOLKAR Anggota
4 PPP Anggota
5 GERINDRA Anggota
6 HANURA i Anggota
7 PKPI Anggota
8 DEMOKRAT - Anggota
9 Kabag Anggota

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas:

1. Menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar

urutan dan prioritas rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya

untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
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Koordinasikan untuk penyusunan program legislasi daerah antara
DPRD dan Pemerintah Derah.

Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD berdasarkan
program prioritas yang telah ditetapkan.

Melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi
rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau
gabungan komisi sebelum rancangan Peraturan Daerah tersebut
disampaikan kepemimpinan DPRD.

Memberikan pertimbangan terhadap rancangan Peraturan Daerah yang
diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi di luar
prioritas rancangan Peraturan Daerah tahun beralan atau diluar
rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam program legislasi
daerah.

Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap
pembahasan materi muatan rancangan Peraturan Daerah melalui
koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.

Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan
Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.

Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang
perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPRD untuk dapat

digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.
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B. Analisis Proses Formulasi APBD

1. Tahap Perumusan Masalah

Penyiapan Rancangan Perda APBD pada awalnya dimulai dengan
penyusunan RKA-SKPD yang telah disusun, dibahas, dan disepakati bersama
antara Kepala SKPD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
RKA-SKPD int digunakan sebagar dasar untuk penyiapan Raperda APBD.
Adapun dasar penyusunan RKA-SKPD im adalah masalah-masalah yang
berhasil di identifikasi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten
Kapuas Hulu. Usulan prioritas program kerja dan kegiatan yang diusulkan
oleh SKPD melalui matriks program kerja selanjutnya di identifikasi
berdasarkan skala prioritas dan non prioritas untuk ditetapkan menjadi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Secara garis besar, permasalahan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu
terbagi ke dalam 5 (lima) permasalahan pokok yaitu; Pengembangan
Perekonomian Lokal, (2) Pemberdayaan Masyarakat, (3) Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan, (4) Pengurangan Keterisolasian Daerah dan (5)
Penanganan Karakteristik Khusus Daerah. Berikut daftar masalah di
Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat di identifikasi oleh Pemerintah Daerah:
a.  Upaya peningkatan kesehatan masyarakat;
b.  Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;
c.  Pengawasan obat dan makanan;
d.  Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
e.  Perbaikan gizi masyarakat;

f.  Pengembangan lingkungan sehat;
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Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;

Standarisasi pelayanan kesehatan;

Pelayanan kesehatan penduduk miskin;

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paruw/rumah sakit mata;

Peningkatan pelayanan kesehatan lansia;

Peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak

Peningkatan Pendidikan anak usia dini melalui pembangunan gedung

sekolah, penyediaan dana BOS TK,

Peningkatan Program Wajib belajar sembilan tahun dengan cara:

1) Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah;

2) Penambahan ruang kelas sekolah;

3) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah;

4) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah;

5) Penyediaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
untuk SD dan SMP;

6) Pembangunan asrama siswa,

Program pendidikan menengah:

1) Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah;

2) Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah;

3) Pengadaan meubelir sekolah;

4) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah;
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5) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah;

6) Penyediaan dana bantuan operasional sekolah menengah;

7) Pengadaan buku teks pelajaran untuk siswa SMA dan SMK;
Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;

Pengembangan kota-kota menengah dan besar;

Perencanaan tata ruang kapuas hulu;

Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;

Peningkatan sarana dan prasarana melalui pembangunan gedung kantor
dan pengadaan kendaraan dinas/operasional Badan Pemerintahan Desa;
Peningkatan peran perempuan di pedesaan;

Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;

Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan;

Pelayanan terpadu keluarga berencana;

Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
Pembangunan jalan dan jembatan melalu1 kegiatan pembangunan jalan
kabupaten dan peningkatan jembatan;

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;

Peningkatan sarana dan prasarana bina marga;

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan pengairan
lainnya;

Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong;

Pembangunan infrastruktur pedesaan;

Pembangunan gedung kantor dan fasilitas umum;

Pembangunan jalan rabat beton, gertak kayu dan jembatan gantung;
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Pengelolaan pertamanan dan kebersihan kota;

Pelayanan kesehatan penduduk miskin;

Pengadaan peralatan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) RSUD;
Pengembangan budidaya perikanan;

Pengembangan perikanan tangkap;

Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
Pengembangan kawasan budidaya air payau dan air tawar;
Pengembangan sumber daya ikan dan lingkungannya;
Pengembangan standarisasi produk pengolahan hasil perikanan;
Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
Pengembangan wilayah transmigrasi;

Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;

Perencanaan tata ruang kawasan calon transmigrasi;
Peningkatan kesejahteraan petani;

Peningkatan pemasaran hasil produk pertanian;

Peningkatan produksi pertanian/perkebunan;

Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;

Peningkatan produksi hasil peternakan;

Peningkatan penerapan teknologi peternakan;
Pengembangan sarana dan prasaran unit teknis pertanian;
Pengembangan wilayah perbatasan;

Pengembangan ekonomi masyarakat perbatasan;
Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

Perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
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gge. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;

hhh. Peningkatan pelayanan dan pelayanan perizinan;

1ii.  Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM;

1J- Pengembangan industri kecil dan menengah;

kkk. Peningkatan pelayanan angkutan darat, air dan udara di kapuas hulu;

1ll.  Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;

mmm.  Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil;

nnn. Pengembangan pemasaran pariwisata;

000. Rehabilitasi hutan dan lahan di kapuas hulu;

ppp. Peningkatan sarana dan prasarana bidang pertambangan dan kelistrikan;
Kemudian selanjutnya akan dikemukakan daftar masalah di Kabupaten

Kapuas Hulu yang dapat di identifikasi oleh DPRD Kabupaten Kapuas Hulu

melalui masa Reses DPRD ke Dapilnya masing-masing. Berikut imi daftar

masalah sebagai berikut:

a.  Peningkatan jalan desa;

b.  Pembangunan jalan rabat beton;

¢.  Pembangunan Jalan gertak kayu;

d.  Pengadaan alat-alat pertanian;

e.  Pembuatan irigasi sawah;

f. Pengadaan bibit ikan untuk kelompok masyarakat;

g.  Perencanaan pembangunan jembatan timbang;

h.  Pengembangan kawasan potensi ekonomi wisata di kabupaten kapuas

hulu;
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Pipanisasi air bersih;

Pembangunan MCK;

Pembangunan SD mini, PAUD;

Pembangunan jalan tani;

Pembangunan jalan desa;

Penambahan lokal baru untuk sekolah;

Pembangunan gedung serbaguna;

Perluasan jaringan dan instalasi penerangan jalan umum;

Penataan lahan persawahan;

Pembuatan pagar sekolah-sekolah di kabupaten kapuas hulu;
Pemeliharaan tanamana perkebunan;

Pengadaan ternak sapi, kambing, babi, bebek dan ayam untuk
kelompok masyarakat;

Bantuan sosial ke rumah-rumah ibadah yang ada di Kabupaten kapuas
hulu;

Penyediaan listrik desa;

Peningkatan jalan ke daerah wisata dan penataan kawasan wisata;
Pengadaan keramba apung untuk pengembangan perikanan air tawar;
Pembangunan gertak/jembatan gantung;

Rehabilitasi jembatan kayu;

Penimbunan jalan lingkungan desa;

Pengadaan peralatan alat tangkap ikan untuk nelayan;
Pengembangan kelompok budidaya ikan di kolam;

Pemasangan rambu lalu lintas di sungai dan danau;
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ee. Perencanaan pengembangan desa wisata;

ff.  Peningkatan ruas jalan kabupaten di kapuas hulu;

gg. Pengembangan potensi air untuk listrik PLTMH;

hh. Perluasan jaringan listrik desa;

ii.  Peningkatan sarana dan prasaran perhubungan darat dan sungai;

Suatu hal penting yang harus diperhatikan adalah sebelum disampaikan
dan dibahas dengan DPRD, Raperda tersebut harus disosialisasikan terlebih
dahulu kepada masyarakat yang bersifat memberikan informasi tentang hak
dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD
pada tahun anggaran yang direncanakan. Penyebarluasan atau sosialisasi
tentang Raperda APBD ini dilaksanakan oleh Sekertaris Daerah selaku
koordinator pengelola keuangan daerah. Sebagaimana halnya dengan
kabupaten di Indonesia, keterkartan ekesekutif dalam hal in1 Kepala Daerah
selaku kepala Eksekutif dengan DPRD selaku Legislatif dalam penetapan
APBD menjadi sulit untuk dinilai karena, apabila hubungan kerja yang
terbangun adalah hubungan harmonis, maka masyarakat menilai bahwa
adanya persekongkolan antara Eksekutif dan Legislauf dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Suatu hal penting yang harus diperhatikan
adalah sebelum disampaikan dan dibahas dengan DPRD, Raperda tersebut
harus di sosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang bersifat
memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah serta
masyarakat dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran yang

direncanakan. Penyebarluasan atau sosialisasi tentang Raperda APBD ini
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dilaksanakan oleh Sekertaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan
daerah.

Hal ini sesuai yang dikatakan Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang mengatakan:

“Aturan peraturan daerah yang diterapkan di Kabupaten Kapuas
Hulu,ada perundang-undangan yang mengatur, eksekutif dan legislatif
adalah mitra sejajar. Di dalam pembahasan Rancangan peraturan
daerah menjadi perda dilakukan secara berkala. Sebelum masuk ke
paripurna tingkat [l, DPRD menjadwalkan yang namanya sosialisasi ke
masyarakat, twuannya untuk mendapatkan — masukan-masukan
masyarakat dan masyarakat sudah mengetahui akan ada peraturan
daerah. Setalah sosialisasi mereka (DPRD) melihat apa perlu eksekutif
melukukan masukan. Apabila DPRD masih menganggap kurang bahan
atau masukan. DPRD memanggil pihak eksekutif untuk mendiskusikan

untuk mendapatkan kesepahaman yang sama’. (wawancara, 9 Maret
2015).

Namun, jika hubungan kerja yang terbangun diwarnai konflik atau
pertentangan, maka masyarakat menilai bahwa adanya perebutan kewenangan
atau tank ulur kepentingan di dalam penyelenggaraan pemerintahad yang
menyebabkan masyarakat merasa dirugikan karena terabaikan. Masalah yang
juga seringkali terjadi dalam proses penyerahan rancangan sampai pada
penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Pagu Anggaran
Sementara (PPAS) yakm masalah jadwal. Permendagri No.59 Tahun 2007
sudah menggariskan penyerahan Rancangan KUA dan PPAS diserahkan oleh
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atau BAPPEDA kepada DPRD
pada minggu pertama bulan juni 2014. Namun, yang terjadi adalah
penyerahan Rancangan KUA dan PPAS baru diserahkan pada akhir
September 2014. Sedangkan pengesahan KUA dan PPAS yang idealnya

disahkan akhir bulan juli disahkan pada tanggal 19 November 2014.
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Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kapuas Hulu (NA), mengkritik
masalah ini. Berikut pernyataan:

“Eksekutif kembali menunjukkan sikap tidak disiplin dalam menaati
agenda pembahasan. Kondisi saat ini, kata dia, akan menjadikan
Kapuas Hulu kembali akan melakukan pembahasan APBD ala
kadarnya lantaran waktu yang mepet. Draf anggaran yang diajukan
Sutuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan kembali dibahas dengan
tidak teliti untuk menghindari sanksi. Saya juga bingung dengan sikap
eksekutif. Kita selalu dipaksa membahas anggaran dalam waktu
singkat. Mana bisa efektif. Waktu yang tersisa, praktis sisa satu bulan
lebih.

Sesuai aturan, sebelum melakukan penetapan APBD sudah ada yang
namanya Program Legislasi Daerah (Prolegda). Prolegda adalah kesepakatan
bersama antara DPRD dengan Pemernntah Daerah terkait berapa jumlah
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas dan ditetapkan
dalam masa satu tahun anggaran. Dalam Prolegda tersebut ada usulan
Raperda dari pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif, dan ada juga
Raperda inisiatif dari DPRD. Oleh karena itu, Raperda APBD merupakan
Raperda prioritas yang akan dibahas bersama oleh Pemenntah Daerah dan
DPRD Kabupaten Kapuas Hulu.

Berkaitan dengan tahapan penyusunan program dan kegiatan yang akan
dituangkan dalam Raperda APBD Kab. Kapuas Hulu, informasi darn
informan berikut ini1 dapat memberikan gambaran penyusunan program dan
kegiatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun informasi yang disampaikan
oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (MZ)
yang menyatakan:

"Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyusun yang namanya RKPD
(Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Proses penyusunan dari RKPD
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ini yaitu, Musyawarah tingkat dusun, musyawarah tingkat desa,
musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan. Setelah ke tiga ini
dilaksanakan, dilakukanlah sinkronisasi SKPD (Satua Kerja Perangkat
Daerah) yang namanya forum SKPD, setiap SKPD digabung menjadi 3
gabungan yaitu SKPD ekonomis, SKPD Sosial dan budaya, SKPD fisik
dan prasarana. supaya bisa memanfaatkan waktu. Setelah dilakukan
sinkronisasi dilakukan lagi yang namanya Musrenbang Kabupaten.
Setelah selesai. disusunlah RKPD, inilah yang menjadi cikal bakal dari
APBD. Tetapi, tidak semua kegiatan RKPD harus dilakukan karena,
kemampuan keuangan daerah tidak dapat membiayai semua
RKPD”.(wawancara, 10 Maret 2015)

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, menurut Winarmo ( 2002:
120-122), mengenali dan mendefinisikan suatu masalah merupakan langkah
yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Agar dapat
merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus
didefimisikan dengan baik, karena pada dasarnya kebijakan publik dibuat
untuk memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu,
seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh kebijakan publik dalam
menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akan
menjadi  pertanyaan yang menarik dalam evaluasi kebijakan publik.
Kegagalan suatu kebijakan publik sering disebabkan aleh kesalahan-
kesalahan para pembuat kebijakan dalam mendefinisikan suatu masalah. Jadi
pendefinisian suatu masalah merupakan langkah yang sangat krusial dalam
perumusan suatu kebijjakan.

Di dalam perumusan kebijakan inilah dicarikan berbagai alternatif
kebijakan yang nantinya akan di bahas lebih mendalam dan mendetail pada
agenda sefting. Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah

yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan dengan baik, maka
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masalah-masalah publik harus dikenali dan didefimisikan dengan baik pula.
Kebyjakan publik pada dasarnya dibuat untuk memecahkan masalah yang ada
dalam masyarakat. Oleh karena itu, seberapa besar kontribusi yang diberikan
oleh kebijakan publik dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam
masyarakat menjadi pertanyaan yang menarik dalam evaluasi kebijakan
publik. Namun demikian, apakah pemecahan masalah tersebut memuaskan
atau tidak bergantung pada ketetapan masalah-masalah public tersebut
dirumuskan. Kegagalan yang paling banyak terjadi dalam proses kebijakan,
terutama karena kesalahan memahami dan mengidentifikasi masalah itu
sendiri. Abidin (2004:104) menyebutkan: “Agar masalah berhasil dipecahkan
dibutuhkan pemecahan yang tepat untuk masalah yang tepat. Kita lebih sering
gagal karena memecahkan masalah yang salah, dann pada memecahkan
masalah yang benar dengan cara yang salah ™.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil salah satu contoh
permasalahan yang terdapat di program dua SKPD yaitu Dinas Bina Marga
dan Pengairan dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
Sebab SKPD ini adalah SKPD yang langsung berhubungan dengan kegiatan
yang menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung, bidang fisik dan
ekonomi. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang dibahas disini adalah kegiatan-
kegiatan yang tertuang dalam Belanja Langsung. Hal im sesuai dengan Pasal
36 Permendagri 59 Tahun 2007, dimana membagi kelompok belanja menjadi
2 (dua) kelompok yaitu ;

1. Belanja Tidak Langsung



49840.pdf

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Belanja Langsung.
Sedangkan Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Namun
demikian tidaklah harus keseluruhan usulan tersebut dapat ditampung
dalam APBD mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia. Dalam
APBD Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2014, jumlah kegiatan
yang terserap pada 2 (dua) SKPD ini akan dimasukkan kedalam kelompok
Belanja Langsung.

Dinas Bina Marga dan Pengairan Umum adalah merupakan Perangkat
Daerah yang berhubungan erat dengan hajat hidup masyarakat menyangkut
hal infrastruktur di Kecamatan dan Desa, sehingga usulan masyarakat lebih
cenderung ke Dinas Bina Marga dan Pengairan. Selain kedekatan dengan
masyarakat, keterbatasan anggaran yang tersedia juga menyebabkan banyak
usulan masyarakat tidak dapat ditampung, sedangkan hampir semua kegiatan
yang ada di Dinas Bina Marga dan Pengairan membutuhkan dana yang besar.
Dana yang besar disemua kegiatan Dinas Bina Marga dan Pengairan rawan
akan intervenst politik.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan
(AM) di peroleh informasi bahwa:

?Pengalokasian Dana yang cukup besar di dinas ini, itu untuk
menampung usulan dari masyarakat melalui musrenbang dan juga
sebagian merupakan aspirasi dari anggota legislatif. Dengan kata lain
tidak semua kegiatan sebagai usulan SKPD adalah murni usulan dari
Dinas Bina Marga dan Pengairan, akan fetapi sebagian besar juga



AFB40.pdf

merupakan “titipan” dari pihak lain baik eksekutif maupun legislatif.
Ada sifatnya resmi semisal janji Bupati pada saat melakukan
kunjungan-kunjungan di Daerah, namun ada juga yang sifatmya
intervensi politik”. (wawancara, 11 Maret 2015)

Tidak hanya itu, kegiatan yang sudah ditnangkan dalam Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) yang merupakan hasil kesepakatan antara pihak
Eksekutif dan Legislatif saja sering kali hilang pada saat pembahasan
Rancangan APBD dilakukan. Pihak Legislatif melalui Badan Anggaran
terkadang ada menambah atau mengurangi kegiatan-kegiatan yang telah
disepakati sebelumnya.

Menurut salah seorang Badan Anggaran Legislatif (AT), menegaskan
banyak usulan-usulan kegiatan dari Eksekutif yang belum menyentuh
kebutuhan masyarakat secara langsung. Berikut pernyataannya:

“Banyuk kegiatan yang diusulkan oleh Fksekutif yang tidak menyentuh
langsung kehidupan masyarakat lapis bawah. Banyak kegiatan yang
Jjauh berbeda dengan realita dilapangan. Contohnya seperti hampir di
setiup  SKPD  menganggarkan belanja  pengudaan  kendaraan
dinas‘operasional. Lucunya lagi ini di anggarkan setiap tahun”.
(wawancara, 17 Maret 2015)

Pernyataan tersebut diperkuat dengan alasan, bahwa pithak DPRD juga
telah langsung melakukan peninjauan kelapangan melalui kegiatan reses. Bila
ditinjau lebih dalam, hasil reses juga rawan dengan intervensi politik,
bagaimana tidak, prioritas kegiatan reses adalah melakukan kunjungan ke
konstituen yang berada pada Daerah Pemilihan masing-masing anggota
DPRD. Sehingga, Desa-desa atau Daerah-daerah yang memiliki perwakilan

di DPRD akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan suatu
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kegiatan pembangunan dibandingkan daerah-daerah yang tidak mewakili
wakil di DPRD.
Menurut Kadis Bina Marga dan Pengairan (AM) menegaskan bahwa:

“Seringkali dikarenakan adanya kepentingan pihak Legislatif dalam
memperjuangkan satu kegiatan atau proyek yang twuannya guna
kepentingan buat satu daerah pemilihannya, yang sebenarnya tidak
terlalu dibutuhkan masyarakat di daerah itu, tetapi mungkin saja sangat
diperlukan di daerah lain. Akan tetapi oleh karena adanya intervensi

tadi, maka kegiatan tersebut tetap dianggarkan”. (wawancara, 11 Maret
2015)

Uraian diatas dapat diegaskan bahwa, tingkat penyerapan aspirasi
masyarakat yang disampaikan berupa kegiatan pada Musyawarah
Perencanaan Pembangunan untuk ditampung dalam APBD khususnya pada
Dinas Bina Marga dan Pengairan masih sangat rendah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi merupakan SKPD yang
langsung melakukan pelayanan untuk peningkatan perekonomian masyarakat
terutama usaha kecil dan menengah. Menurut informan pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, kegiatan-kegiatan yang ada dalam
APBD sebenarnya sudah sesuai dengan Musrenbang, dan ada sebagian yang
merupakan usulan masyarakat secara langsung ke Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan. Hanya saja, masalahnya adalah kebanyakan
usulan-usulan yang masuk dalam Musrenbang biasanya merupakan usulan
bantuan untuk perorangan, sedangkan bantuan untuk usaha kecil dan
menengah lebih diprioritaskan untuk kelompok usaha.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

(A.Ch):
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.......... kegiatan yang kita lakukan ditwukan untuk kelompok usaha,
sedangkan usulan masyarakat yang masuk baik di Musrenbang maupun
yang ditujukan langsung ke Dinas sebagian besar adalah kegiatan untuk
perorangan, bahkan sebagian besar belum mencerminkan kepentingan
masyarakat pada umumnya, tetapi merupakan kepentingan kelompok-
kelompok tertentu. ”(wawancara, 12 Maret 2015)

Informasi di atas dapat katakan bahwa, tingkat penyerapan aspirasi
masyarakat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, sangat
buruk, kalaupun mereka menyatakan bahwa apa yang telah ditetapkan dalam
APBD sudah sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil survei yang
mereka lakukan, namun hal 1tu tentu belum cukup. Sebab bagaimanapun
juga, hasil Musrenbang adalah merupakan sebuah kesepakatan yang telah
melalui jalan yang panjang dan tentu sudah dikoordinasikan agar sejalan
dengan apa yang menjadi tujuan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi maupun RPJIMD yang kemudian
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Informan lainnya yaitu Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Peternakan Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan bahwa program dan
kegiatan Dinas sudah benar-benar mampu merespon keinginan masyarakat
sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau pun masyarakat beranggapan bahwa
APBD seringkali tidak memihak masyarakat karena masih banyak aspirasi
mereka yang belum tertampung, hal lebih dikarenakan faktor ketersediaan
dana yang terbatas dan harus secara bertahap.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan
dan Peternakan (AR) bahwa:

"Wajar masyarakat beranggapan demikian, karena jumlah usulan
selalu lebih banyak dibandingkan dengan dana yang tersedia. Sudah



F@840.pdf

pasti tidak semua bisa tertampung untuk satu tahun anggaran dan harus

dilakukan secara bertahap berdasarkan usulan prioritas.” (wawancara,
13 Maret 2015)

Bertentangan dengan pernyataan di atas, menurut Anggota Badan
Anggaran Legislatif (AT) DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menyatakan:

“Ada ketidak cocokan antaran Badan Anggaran Legislatif dengan
Kepala Dinas pada saat itu terkait beberapa usulan program dan
kegiatan dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, sehingga
beberapa anggota Banggar menolak beberapa kegiatan yang diusulkan
oleh Dinas tersebut, yang kami anggap belum berpihak pada
masyarakat. Kecuali kegiatan yang bersifat rutin (memang harus
dianggarkan untuk operasional dinas) saja yang tidak kami kritisi
pengganggarannya.” (wawancara, 17 Maret 2015)

Berkaitan dengan pernyataan yang bertolak belakang diatas dan untuk
mendapatkan informasi yang benar, penelitt melakukan konfirmasi kepada
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (MZ)
selaku TAPD, berikut pernyataannya:

“Terjadi perdebatan antara Banggar DPRD Kapuas Hulu dengan
SKPD Dinas Pertanian terkait beberapa usulan program dun kegiatan.
Dari pihak DPRD menilai usulan belum mencerminkan prioritas
kebutuhan masyarakat, sementara dari Dinas mengatakan telah sesuai
dengan usulan dalam RKPD melalui musrenbang. Hal ini terjudi karena
ada benturan kepentingan, namun setelah dijelaskan dan di bahas
secara rinci, baru lah dewan mengerti dan menyetujui. Walaupun ada
beberapa kegiatan yung dewan coret dan diganti kegiatan lainnya.”
(wawancara, 10 Maret 2015)

Berdasarkan dari hasil beberap wawancara dengan informan di atas,
dapat dikatakan bahwa beberapa program dan kegiatan yang disusun oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau beberap Dinas di Kabupaten
Kapuas Hulu telah sesuai dengan hasil usulan dalam Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang bentuk nya di tuangkan dalam
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Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu untuk satu tahun
anggaran. Namun demikian, ada juga beberapa usulan kegiatan yang
merupakan aspirasi dari lembaga legislatif berdasarkan hasil kunjungan kerja
mereka pada saat masa reses ke Kecamatan dan Desa. Hal ini merupakan
wajar, karena anggota DPRD merupakan wakil rakyat dan penyambung
aspirasi masyarakat.
2. Agenda Kebijakan

Daftar masalah yang begitu banyak, maka oleh Pemerintah Daerah
ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen
RKPD dipilih atau ditetapkan priornitas pembangunan di Kabupaten Kapuas
Hulu. Dalam penetapan ini, di undang DPRD Kabupaten Kapuas Hulu untuk
memberikan masukan dalam penetapan program prioritas. Tidak semua
masalah atau isu akan masuk dalam agenda kebijakan. Isu-isu atau masalah-
masalah tersebut harus berkompetensi antara satu dengan yang lain, hanya
masalah-masalah tertentu saja yang akan masuk ke dalam agenda kebijakan
harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti misalnya apakah masalah
tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan
penanganan yang harus segera dilakukan? Masalah publik yang telah masuk
ke dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para perumus kebijakan, seperti
kalangan Legislatif (DPR), kalangan eksekutif, agen-agen pemerintah dan
mungkin juga kalangan yudikatif. Masalah-masalah tersebut dibahas
berdasarkan tingkat urgensinya untuk segera diselesaikan.

Di sekitar lingkungan pemerintahan terdapat berbagal persoalan yang

harus diselesaikan, namun masalah-masalah tersebut tidak langsung
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mendapatkan perhatian dari para pengambil kebijakan. Setiap masalah publik
harus mendapatkan pengorganisasian agar masalah tersebut menjadi isu
kebijakan yang akan dibahas para pembuat kebijakan. Setelah suatu masalah
diorganisasikan dengan baik, selanjutnya isu tersebut diteruskan pada para
pembuat kebijakan. Maka masalah itu kemungkinan akan mendapat perhatian
dari para pejabat publik, untuk dicarikan penyelesaiannya.

Pada tahapan inilah dibutuhkan peranan partai politik, kelompok
kepentingan, maupun masyarakat secara umum untuk mengangkat suatu
permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat untuk menjadi isu
kebijakan. Setelah berbagai isu kebijakan sampai di tangan para pembuat
kebijakan, berbagai isu tersebut harus bersaing untuk mendapatkan perhatian
yang lebih besar dari para pejabat publik. Hal in1 dikarenakan banyaknya
persoalan (isu kebijakan) yang sama-sama membutuhkan penyelesaian. Pada
tahapan ini suatu masalah (isu kebijakan) mungkin tidak disentuh oleh para
pengambil kebijakan, ada masalah yang pembahasannya ditunda untuk
beberapa waktu, dan ada masalah yang langsung ditanggapi / dibahas oleh
para pengambil kebijakan.

Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar
sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;,
b) Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran;
¢) Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara;,

d) Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
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e) Penyusunan rancangan perda APBD; dan

f) Penetapan APBD. Dalam gambar, tahapan penyusunan rancangan APBD

terlihat pada gambar 4.1 di bawah 1ni :

RPJMD » RKPD KUA /PPA KESEI\IJ’OArIr(iT AN
4
mBD RKA/SKPD ¢ PEDON{{A]?A I;ESNK\lf)l];SUNAN
APBD OLE MENDAGRI || PERDA APBD
Sumber: PP No. 58 Tahun 2005
Gambear 4.1

Tahapan Penyusunan Rancangan APBD

Gambar diatas menunjukkan proses pembuatan perda APBD 2014,

dimana pada tahap awal dimulai dengan penyusunan RPJMD sampai kepada

penetapan Perda APBD tahun 2014. Dalam beberapa tahapan diatas DPRD

terlibat pada tahap KUA/PPAS serta pada tahap RAPBD menjadi Perda

APBD.

a) RPJMD dan RKPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah

dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang

memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang

penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM

Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan

Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas

Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan
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rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah
dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang
merupakan penjabaran dart RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional,
memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah,
rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penjaringan aspirasi masyarakat ini diwujudkan dalam pelaksanaan,
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Kabupaten dan forum
SKPD gabungan SKPD dimana keduanya merupakan kegiatan yang
berkesinambungan.

Menurut Anggota Fraksi PPP DPRD Kabupaten Kapuas Hulu (SS)
menyatakan:

“Pada Musrenbang Kabupaten, anggota DPRD yang berasal dari
daerah pemilihan diberikan undangan oleh pemerintah daerah untuk
hadir dan bersama-sama melakukan penjaringan aspirasi melalui
wadah Musrenbang tersebut. "(wawancara, 18 Maret 2015)

Berdasarkan hasil Musrenbang tersebut, anggota DPRD yang
bersangkutan kemudian diberikan resume tentang hasil Musrenbang yang
telah dihadin. Hal ini dimaksudkan agar menjadi bahan pembanding terhadap
RAPBD yang diajukan oleh Bupati nantinya. Selain itu, anggota DPRD juga
melakukan penyerapan aspirasi masyarakat melalui mekanisme partai. RKPD
merupakan penjabaran RPJIMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana

kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah
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(RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian
Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD
(KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS)
didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati
selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Dari
segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus diselesaikan pada
setiap bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling
lambat tanggal 1 Desember. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan
SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam
menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan
RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling member masukan dengan
proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).
b) Penyusunan KUA dan PPAS
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) adalah Kebijakan Umum APBD
memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD,
kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebiakan
pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian
memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target. Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan
batas maksimum anggaran yang dibertkan kepada SKPD untuk setiap
program sebagal acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
Rancangan KUA dan PPAS diawali dengan hasil Musrenbang tingkat

Kabupaten yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka
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Menengah Daerah (RPJMD) untuk kemudian dijadikan dasar penyusunan
rancangan Kebijakan Umum APBD. Selanjutnya, rancangan Kebijakan
Umum APBD diserahkan oleh Bupati kepada DPRD untuk mendapatkan
persetujuan bersama.

Menurut Kepala BAPPEDA (Sm) mengatakan bahwa :

“Setelah diadakan pemaduserasian antara hasil Musrebang tingkat
Kabupaten dengan RPJMD, maka dibuatlah Rancangan Kebijakan
Umum APBD yang disusun oleh pemerintah daerah dan diajukan oleh
Bupati selaku kepala daerah untuk kemudian dibahas bersama DPRD
untuk dijadikan Kebijakan Umum APBD.”(wawancara, 9 Maret 2015)

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama
antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan
sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara APBD
Tahun Anggaran 2014. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD
merupakan rencana kerja tahunan daerah disusun berdasarkan amanat
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut setiap pemerintah
daerah wajib untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijakan umum APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang
bersifat makro merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan

rencana jangka menengah daerah disusun dengan memperhatikan dan
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mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat
serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Surat Edaran Bupati tersebut, setiap Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Kepala SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten
Kapuas Hulu, menyusun Pra Rencana Kegiatan dan Anggaran (Pra RKA-
SKPD) menurut bentuk yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Pra RKA-
SKPD, setiap Unit Kerja yang ada di dalam SKPD masing-masing
menyusun rencana kegiatan sesuat dengan bidang tugas dan fungsinya,
sekaligus menetapkan rencana anggaran untuk setiap kegiatan yang
direncanakan. Setelah selesai menyusun Pra RKA-SKPD, maka Pra
RKASKPD tersebut disampaikan oleh masing-masing SKPD kepada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah, dan seterusnya disampaikan kepada Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dijadikan bahan dalam
menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas
dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) seperti telah disinggung di atas.

Setelah Rancangan KUA dan PPAS selesai disusun oleh TAPD
menurut bentuk dan materi yang telah ditetapkan, Tim ini melalui ketuanya
yaitu Sekretaris Daerah menyerahkan kedua dokumen tersebut kepada
Bupati Kapuas Hulu yang selanjutnya dengan melalui mekanisme
administrasi yang telah ditetapkan, Bupati Kapuas Hulu menyampaikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu
Selatan dalam rangka pembahasannya. Pembahasan Rancangan KUA dan
PPAS dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama

Badan Anggaran DPRD. Untuk membahas dokumen tersebut, yang
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pertama-tama dibahas adalah Rancangan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA). Setelah KUA selesai dibahas selanjutkan Ttm Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD membahas Rancangan
Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS), karena PPAS disusun
berdasar KUA. Pembahasan KUA dan PPAS yang dijadwalkan menurut
aturan pada bulan Jum dan Juli baru dibahas pada akhir September dan
Oktober. Jadwal pembahasan yang terlambat mengakibatkan proses yang
terburu-buru dan ketidak telitian sehingga draf Rancangan KUA dan PPAS
yang diserahkan hanya mendapat sedikit perubahan. Badan Anggaran
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu meminta Tim
Anggaran Pemerintah Daerah setempat untuk merapikan Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD 2014.

Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu (Rjl) mengatakan:

"Hasil rapat internal Badan Anggaran meminta kepada pimpinan
DPRD untuk menyampaikan kepada TAPD agar merapikan KUA-
PPAS yang akan dibahas. KUA-PPAS yang diserahkan ke DPRD
Kabupaten Kapuas Hulu masih banyak yang salah termasuk tidak
mencantumkan rencana belanja salah satu Satuan Kerja Perangkat
Daerah.” (wawancara, 19 Maret 2015)

Jika pembahasan kedua dokumen perencanaan tersebut telah selesai
(KUA dan PPAS) dalam arti telah disepakati antara TAPD dan Badan
Anggaran DPRD, maka hasil kesepakatannya dituangkan ke dalam naskah
yang disebut Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah
(Bupati Kapuas Hulu) dengan Pimpinan DPRD. Pimpinan DRPD dimaksud
adalah Ketua DPRD bersama para Wakil Ketua DPRD. Penulis melihat dari

proses pembahasan KUA dan PPAS ini ada satu hal yang menjadi persoalan
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besar yaitu dengan dilibatkannya Fraksi dalam pembahasan KUA/PPAS im,
bahkan pada rapat fraksi pembahasan KUA/PPAS ini dapat terjadi
penolakan yang berakibat dikembalikannya naskah ke DPRD. Yang menjadi
persoalan adalah apakah anggota-anggota DPRD yang berasal dari berbagai
kelompok mengetahui secara ril keinginan (aspirasi) masyarakat di
daerahnya.

Jika mereka mengetahui, apakah mereka bersedia menggunakannya
sesuai dengan kewenangan yang dimikilinya. Secara riil adalah sulit untuk
menjawab kedua pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama mungkin dapat
dijawab dengan mudah. Kebanyakan anggota DPRD akan berpendapat
seperti itu tetapi pertanyaan kedua dapat menimbulkan konflik kepentingan
yaitu antara kepentingan masyarakat dan kepentingan golongan yang
diwakili oleh anggota dewan yang bersangkutan seperti telah dijelaskan
sebelumnya. Pasal. 17 UU 32/2004 mencoba mengurangi konflik
kepentingan dengan menetapkan bahwa fraksi-fraksi yang dibentuk oleh
DPRD bukan merupakan alat kelengkapan DPRD. Yang menjadi persoalan
disini adalah arti kelengkapan dilihat dari sist Hukum Ketatanegaraan.
Sampai berapa jauh peranan fraksi-fraksi yang ada di DPRD dalam setiap
pengambilan keputusan, terutama dalam setiap pengesahan Rancangan
Peraturan Daerah, akan tetapi pembahasan KUA dan PPAS ini didahului
oleh Rapat Fraksi sehingga kepentingan golongan (partai politik) akan

sangat dominan dalam penetapannya.
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c¢) Penyusunan RKA-SKPD
Menurut Pasal 89 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, setelah
ada Nota Kesepakatan tersebut di atas Tim Anggaran (TAPD) menyiapkan
surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang
harus diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses
penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang
pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala
prioritas dan penetapan alokast serta distribusi sumber daya dengan
melibatkan partisipasi masayarakat. Sementara itu, penyusunan anggaran
dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan kerangka pengeluaran
jangka menengah (KPJM), pendekatan anggaran terpadu, dan pendekatan
anggaran kinerja.
Selanjutnya, beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu
diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain adalah
1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara
rasional yang dapat dicapat untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan
belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran
belanja;
2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian
tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan
melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit

anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; dan
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3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang
bersangkutan harus dimasukan dalam APBD dan dilakukan melalui
rekening Kas Umum Daerah. Format dan cara pengisian RKA-SKPD
dapat dilihat pada lampiran dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA
SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung)
program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. RKA-
SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program
dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai
dengan rincian objek pendapatan dan belanja, serta prakiraan maju untuk
tahun berikutnya. Setelah nota kesepakatan ditandatangani, maka Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bekerjasama dengan Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah menyiapkan surat edaran Bupati perihal
pedoman penyusunan RKA-SKPD dengan melampirkan KUA dan PPAS
yang sudah disepakati oleh Bupati bersama dengan Pimpinan DPRD. Surat
edaran tersebut disampaikan kepada setiap SKPD sebagai pedoman untuk
menyempurnakan Pra RKA-SKPD yang telah disusun sebelumnya. Surat
edaran yang diterima oleh setiap Kepala SKPD beserta KUA dan PPAS
yang melampiri surat edaran tersebut, dijadikan dasar atau pedoman untuk
mengoreksi Pra RKA-SKPD yang telah disusun. Dalam menyempurnakan
Pra RKA-SKPD dimaksud, setiap Kepala Bidang dan Sekretaris SKPD
menyesuaikan program dan kegiatan serta anggaran masing-masing sesual

bidang tugas dan fungsinya. Penyempurnaan atau penyesuaian yang
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dilakukan tidak hanya mengenai progiam dan kegiatan seita besarnya
rencana anggaran yang ditetapkan, akan tetapi juga yang berhubungan
dengan aspek teknis seperti bentuk dokumen serta bentuk dan jenis
lampiran-lampiran sesuai ketentuan yang berlaku. RKA SKPD tersebut
selanjutnya disampaikan oleh setiap Kepala SKPD Kepada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah. Penulis melihat keluarnya Pra RKA-SKPD
menyalahi aturan yang ada seperti yang

Diungkapkan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kapuas
Hulu (AT) bahwa:

“Keluarnya surat edaran untuk meminta Pra RKA-SKPD tersebut
tidak dikenal dalam prosedur penyusunan KUA dan PPAS, karena
menurut ketentuan yang berlaku, penyusunan KUA dan PPAS oleh
TAPD dilakukan berdasar atau berpedoman pada RKPD serta
Pedoman Penyusunan APBD dari Menteri Dalam Negeri yang
dikeluarkan setiap tahun, dan bukan berdasar Pra RKA-SKPD”.
(wawancara, 17 Maret 2015)

Surat Edaran Bupati penihal permintaan Pra-RKA-SKPD, maupun Pra
RKA-SKPD merupakan dokumen yang tidak dikenal dalam prosedur
penyusunan APBD pada umumnya, dan penyusunan KUA dan PPAS pada
khususnya. Surat edaran kepala daerah yang wajib untuk disampaikan
kepada Kepala SKPD adalah Surat Edaran Kepala Daerah perthal Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD setelah KUA dan PPAS disepakati bersama antara
Kepala Daerah dan DPRD.

d) Penyusunan RAPBD

Setelah RKA-SKPD diterima oleh Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah, selanjutnya menyampaikan kepada Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diteliti atau dibahas. Dalam membahas
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RKA-SKPD oleh TAPD dilakukan bersama Kepala SKPD beserta staf yang
terkait. Jika dalam pembahasan atau penelitian RKA-SKPD terdapat
ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku, termasuk bentuk dokumen
RKA-SKPD, maka Kepala SKPD bersama stafnya melakukan perbaikan dan
selanjutnya diteliti kembali oleh TAPD untuk disetujui. Setelah RKA-SKPD
selesai dibahas dan disetujui pada tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD), maka seluruh RKA-SKPD disampaikan oleh TAPD kepada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dijadikan bahan dalam menyiapkan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kabupaten Kapuas Hulu, sekaligus menyiapkan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Bupati Kapuas Hulu) tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Kapuas Hulu untuk tahun anggaran berkenaan. Untuk menyusun Rancangan
APBD atau disebut juga dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD, RKA-SKPD yang sudah disetujui atau disahkan dimuat dalam
format lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai bentuk
yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut
lampirannya tercantum dalam Peraturan Menter1 Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Rancangan
peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah disertai dengan Nota Keuangan disampaikan kepada
Bupati oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah

Daerah (TAPD), dan selanjutnya Bupatt menyerahkan Rancangan Peraturan
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Daerah tentang APBD dimaksud kepada DPRD setelah disosialisasikan

kepada masyarakat oleh Sekretaris Daerah. Sosialisasi dimaksud dilakukan

dengan cara mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang meliputi berbagai

kalangan, seperti tokoh pemuda, tokoh pendidikan, lembaga swadaya

masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang dianggap perlu. Sosialisasi

dilakukan dengan cara mendiskusikan muatan Rancangan APBD vyang

sudah siap diserahkan untuk dibahas pada tingkat DPRD.

3. Tahap Pemilihan Alternatif
Dalam tahapan pemilihan alternatif ini, akan ditampilkan program
prioritas dan penetapan pagu anggaran untuk masing-masing SKPD. Tabel
bertkut ini menjelaskan pagu anggaran masing-masing SKPD:
Tabel 4.13
Pagu Anggaran masing-masing SKPD
Belanja
No Uraian Tidak Langsung Langsung
(Rp) (Rp)
1 2 3 4
1,01 | DINAS / KANTOR

t | Dinas Tenaga Kerja, Transmigrast dan Sosial 2.141.551.000,00 4.950.000.000,00
2 | Dinas Pertambangan dan Energi 1.415.419.000,00 | 12.370.000.000,00
3 Dinas Kesehatan 26.255.950.000,00 22.388.870.000,00
4 | RSUD.Dr.Diponegoro Putussibau 8.513.250.000,00 | 14.518.297.000,00
5 | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan linformatika 2.608.017.000,00 5.446.086.000,00
6 | Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu 1.637.693.000,00 4.530.000.000,00
7 | Satuan Polist Pamong Praja 2.284.146.000,00 3.300.000.000,00
8 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah 816.153.000,00 2.583.000.000,00
9 Badan Kepegawaian Daerah 2.207.248.000,00 8.900.000.000,00

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
10 | Terpadu 526.497.000,00 1.600.000.000,00
11 | Sekretariat Daerah 8.396.180.000,00 45.503.587.500,00
12 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 180.551.570.000,00 59.491.938.500,00
13 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.936.903.000,00 11.029.709.000,00
14 | Kantor Lingkungan Hidup 928.287.000,00 3.725.697.000,00
15 | Badan Pengelola Perbatasan 1.343.457.000,00 2.500.000.000,00
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16 | Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 2.353.495.000,00 5.970.894.000,00
17 | Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 2.910.139.000,00 | 123.619.359.750,00
18 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.289.226.000,00 5.949.901.500,00
19 { Dinas Perikanan 2.108.548.000,00 14.156.592.000,00
20 | D P R D Kabupaten Kapuas Hulu 8.496.445.080,00 -
21 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 866.739.000,00 -
22 | Sekretariat DPRD 2.509.159.000,00 | 26.098.554.250,00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
23 | Daerah 133.906.687.652,00 12.825.702.130,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa
24 | dan KB 5.144.656.000,00 11.297.180.000,00
25 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan 7.228.917.000,00 | 12.805.653.500,00
26 | Dinas Perkebunan dan Kehutanan 4.142.192.000,00 11.619.831.500,00
27 | Dinas Bina Marga dan Pengairan 4.289.722.000,00 | 135.922.169.750,00

JUMLAH

423.172.166.732,00

703.125.193.170,00

Sumber: DPPKAD Kab. Kapuas Hulu, 2014.

Pada tahap ini, perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan

kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan.
Disini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif
pilihan kebijakan yang dapat diambil untuk memecahkan masalah tersebut.
Alternatif kebijakan ini didasarkan pada usulan yang diberikan oleh para
pelaku kebijakan. Dalam hal seperti 1ni, maka pilihan-pilihan kebijakan akan
didasarkan pada kompromi dan negoisasi yang terjadi antar aktor yang
berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut.

Para pengambil kebijakan akan mempertimbangkan berbagai alternatif
kebijakan, bagaimana dampak (untung-rugi) suatu alternatif kebijakan,
bagaimana cara menerapkan alternatif. Setelah melakukan penelahaan yang
sangat cermat, para pengambil kebijakan akan menetapkan salah satu
alternatif kebijakan dari sejumlah alternatif yang ditawarkan para perumus
kebijakan. Stiglitz (1998) menyatakan partisipasi warga merupakan sine qua
non untuk kebijakan yang pro rakyat. Partisipasi warga dalam perencanaan

dan penganggaran menjadi cara untuk memastikan pembangunan yang
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berkeadilan terhadap rakyatnya. Sebab, perencanaan dan penganggaran adalah
proses yang menentukan ke arah mana anggaran publik (APBN/APBD) telah
memenuhi aspirasi rakyat. Namun, hingga saat ini partisipasi masyarakat
masih menjadi masalah hampir diseluruh daerah. Di Kabupaten Kapuas Hulu
permasalahan partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu
masalah yang berkaitan dengan input, proses dan outpur. Pertama, masalah
yang berkaitan dengan input terutama menyangkut keterlibatan masyarakat
yang rendah sebagai dampak dari ketidaktahuan akan peran masyarakat dalam
pembuatan keputusan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan
kurangnya informasi yang dimiliki serta masih kuatnya budaya yang
didominasi oleh yang di’tua’kan. Kedua, masalah yang berkaitan dengan
proses, yaitu masih lemahnya system informasi dan dokumentasi di tingkat
Kabupaten mengakibatkan kerumitan dan tidak efisiennya pelaksanaan
kegiatan. Menurut teori yang dikemukakan oleh Talcont Parson ada 3 hal yang
menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yaitu Stakeholder
merupakan satu komponen yang menjadi dasar pertimbangan dalam
pengambilan kebijakan. Stakeholder meliputi Masyarakat, LSM, SKPD, dan
Pemerintah kabupaten. Lingkungan kebijakan. Kebijakan publik meliputi
kebijakan keuangan, kebijakan ekonomi, kebijakan personil dan kebijakan
energl.

Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan APBD
Kabupaten Kapuas Hulu yaitu .

a) Stakeholder
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Stakeholder merupakan salah satu komponen yang sangat
mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam hal ini perencanaan sampai
kepada penetapan perda APBD Kabupaten Kapuas Hulu. Stakeholder
yang tak lain adalah LSM, SKPD, DPRD dan pemerintah Kabupaten
Kapuas Hulu merupakan satu kesatuan dari satu sistem yang saling
menunjang dalam pelaksanaan penetapan APBD.

Dengan merujuk kepada dasar pertimbangan yang dikembangkan
oleh Parson (2006), faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam
penetapan APBD di Kabupaten Kapuas Hulu adalah Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal in1 adalah Bupati dan wakil Bupati
terpilih sehingga dapat dikatakan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan
dalam perencanaan sampai kepada penetapan APBD di Kabupaten Kapuas
Hulu adalah tidak terlepas dari peran Bupati dan perangkat pemerintah
yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga keberhasilan ataupun
gagalnya perencanaan,perumusan dan implementasi dari kebijakan perda
APBD Kabupaten Kapuas Hulu ditentukan oleh peran serta Kebijakan dari
pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu (Sk) yang ditemui diruang kerjanya mengatakan:

“Proses penvusunan sebelum proses penetapan perda APBD,
dibuat berdasarkan Visi dan Misi Bupati terpilih. Setelah
penetapan perda APBD ditetapkan oleh DPRD, hasil penetapan
ini  diserahkanke Provinsi untuk dilakukan evaluasi  atau
sinkronisasi antara program nasional dan program provinsi
setelah disetujui oleh pemerintah provinsi maka ditetapkanlah
APBD menjadi Perda APBD Kabupaten Kapuas Hulu™
(wawancara, 20 Maret 2015)
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b) Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan merupakan salah satu dari faktor yang
menjadi dasar pertimbangan, pengambilan kebijakan dalm hal ini
penetapan perda APBD Kabupaten Barru. Perencanaan sampai kepada
pengalokasian anggaran ditentukan oleh lingkungan kebijakan. Pembuat
kebjjakan tidak cukup waktu dalam memahami, mengetahui dan
mempelajari bagia-bagian tertentu dari lingkungan atau konteks yang
terjadi. Lingkungan membatasi ruang gerak sekaligus memberikan

instruksi apa yang pembuat kebijakan dapat lakukan secara efektif.

c¢) Kebijakan keuangan
Selama ini kebijakan pengelolaan keuangan dapat diuraikan
sebagai berikut:
a. Kebij akan Pendapatan Daerah
b. Kebijakan Belanja Daerah
c. Kebijakan Penerimaan Daerah
Pada prinsipnya kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam hal penerimaan
daerah, antara lain :

1) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan dengan
membangun ketaatan wajib pajak dengan pertumbuhan pengendalian dan
pengawasan yang dibarengi dengan pertumbuhan kualitas, kemudahan,
ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.

2) Mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan sehingga

menghasilkan pendapatan.
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3) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi pada Pemerintah Daerah dan
Propinsi dalam rangka pertumbuhan bagi hasil dan dana perimbangan
keuangan dari pemerintah tingkat atas. Memantapkan perencanaan
penerimaan Daerah sesuai dengan potensi sumber-sumber pendapatan
daerah yang sah.

4) Mengembangkan sumber-sumber penerimaan yang potensial

5) Memantapkan dan melakukan perbaikan system akuntansi pendapatan
daerah

6) Mengoptimalkan penertmaan sumber-sumber pendapatan yang ada sesuai
ketentuan perundangundangan dan dilakukan secara terencana sesuai
kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi yang ada
baik yang bersumber dan pendapatan asli daerah maupun yang bersumber
dari penerimaan lainnya.

Dalam hal arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ekonomi
dalam lingkup Kabupaten Kapuas Hulu menjadi salah satu dari indikator yang
menjadi faktor pertimbangan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam

melakukan proses perencanaan sampai kepada proses penetapan perda APBD.

4. Tahapan Penetapan Kebijakan
Dalam pengambilan kebijakan, kita harus selalu memperkirakan
diperolehnya hasil-hasil yang bersikap fisik (physical proposition) dan
memperhatikan nilai-nilai dan kepentingan (value & interest) yang terpancar
dari ide pengambilan kebijakan yang merupakan “ethical proposition”. Dalam
hal ini, lingkungan dan hubungan-hubungan yang terjalin akan membatasi dan

menentukan pengambilan keputusan dalam pmilihan bentuk kebnjakan itu.
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RKA-SKPD yang telah disusun, dibahas, dan disepakati bersama antara
Kepala SKPD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digunakan
sebagai dasar untuk penyiapan Raperda APBD. Raperda ini disusun oleh
pejabat pengelola keuangan daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada
kepala derah. Suatu hal penting yang harus diperhatikan adalah sebelum
disampaikan dan dibahas dengan DPRD, Raperda tersebut harus
disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat yang bersifat memberikan
informasi tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat
dalam pelaksanaan APBD pada tahun anggaran yang direncanakan.
Penyebarluasan atau sosialisasi tentang Raperda APBD ini dilaksanakan oleh
Sekertaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

Hal im sesuai yang dikatakan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (MZ) yang mengatakan:

"Aturan peraturan daerah yang diterapkan di Kabupaten Kapuas Hulu,
ada perundang-undangan yang mengatur, eksekutif dan legislatif
adalah mitra sejajar. Di dalam pembahasan Rancangan peraturan
daerah menjadi perda dilakukan secara berkala. Sebelum masuk ke
paripurna tingkat 11, DPRD menjadwalkan yang namanyu sosialisasi ke
masyarakat, {twyuannya untuk  mendapatkan — masukan-masukan
masyarakat dan masyarakat sudah mengetahui ukan ada peraturan
daerah. Setalah sosialisasi mereka (DPRD) melihat apa perlu eksekutif
melakukan masukan. Apabila DPRD masih menganggap kurang bahan
atau masukan. DPRD memanggil pihak eksekutif untuk mendiskusikan
untuk mendapatkan kesepahaman yang sama’.(wawncara, 10 Maret
2015)

Raperda yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat
untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling
lambat pada minggu pertama bulan oktober tahun anggaran sebelumnya dari

tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
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Pengambilan keputusan bersama ini harus terlaksana paling lambat 1(satu)
bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Atas dasar persetujuan bersama
tersebut, Kepala Daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah
tentang APBD yang harus disertai dengan Nota Keuangan. Raperda APBD
tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati
bersama. Terkait dengan Penetapan APBD Kabupaten Kapuas Hulu yang
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan

DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, maka dalam tabel berikut ini dapat

digambarkan ringkasan APBD Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2014.

Tabel 4.14

Ringkasan APBD Kab. Kapuas Hulu TA. 2014

No Uraian Jumlah
Urut
Ji 2 3
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 34.370.922.700,00
1.1.1 | HASIL PAJAK DAERAH1) 10.333.500.000,00
1.1.2 | HASIL RETRIBUSI DAERAH 1) 10.037.422.700,00
1.1.3 | HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG 7.000.000.000,00
DIPISAHKAN
1.1.4 | LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 7.000.000.000,00
1.2 DANA PERIMBANGAN 1.023.852.180.000,00
1.2.1 | BAGI HASIL PAJAK/BAGI] HASIL BUKAN PAJAK 42.250.000.000,00
1.2.2 { DANA ALOKASI UMUM 873.552.160.000,00
1.2.3 | DANA ALOKASI KHUSUS 108.050.020.000,00
1.3. | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 15.000.000.000,00
1.3.1 | PENDAPATAN HIBAH -
1.33 | DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI 2) 15.000.000.000,00
1.3.4 | DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI DAERAH -
1.3.5 | DANA BANTUAN KEUANGAN KEPADA -
PROVINSIVKABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN
DESA
JUMLAH PENDAPATAN 1.073.223.102.700,00
2. BELLANJA DAERAH 1.098.985.672.446,00
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 483.766.254.339,00
2.1.1 | BELANJA PEGAWAI 366.205.429.339,00
2.1.4 | BELANJA HIBAH 33.253.525.000,00
2.1.5 | BELANJA BANTUAN SOSIAL 4.248 000.000,00
2.1.7 | BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA 75.359.300.000,00
PROVINSVKABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN
DESA
2.1.8 | BELANJA TIDAK TERDUGA 4.700.000.000,00
2.2. | BELANJA LANGSUNG 615.219.418.107,00
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22.1 [ BELANJA PEGAWAI 30.298 809 400,00
222 | BELANJA BARANG DAN JASA 262.858.578.313,00
223 | BELANJA MODAL 322.062.030.394,00
JUMLAH BELANJA 1.098.985.672.446,00
SURPLUS/(DEFISIT) (25.762.569.746,00)
PEMBIAYAAN DAERAH 25.762.569.746,00
.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 57.387.569.746,00
3.1.1 | SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 57.387.569.746,00
ANGGARAN SEBELUMNYA
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 57.387.569.746,00
.2. | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 31.625.000.000,00
322 | PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH 16.625.000.000,00
DAERAH
323. | PEMBAYARAN POKOK UTANG 15.000.000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 31.625.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO 25.762.569.746,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN -
BERKENAAN (SILPA)

Sumber: APBD Kab. Kapuas Hulu, 2014.

Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah
setelah pengesahan dari Gubernur. Tetapi apabila dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari setelah penyampaian Raperda APBD tersebut dilakukan dan Gubernur
tidak mengesahkan Raperda tersebut maka Kepala Daerah berhak menetapkan
Raperda tersebut menjadi Peraturan Kepala Daerah. Raperda APBD
Kabupaten Kapuas Hulu yang telah disetuju1 dan Rancangan peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati, harus
disampaikan dulu terlebih dahulu kepada gubernur untuk dievaluasi dalam
waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Evaluasi ini bertuyjuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan
daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan
kepentingan aparatur, serta unutk meneliti sejauh mana APBD Kabupaten
Kapuas Hulu tidak bertentangan denga kepentingan umum, peraturan yang
lebih tinggi atau peraturan lainnya. Hasil evaluasi ini sudah dituangkan dalam
keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati paling lama 15 (lima

belas) hari kerja terhitung diterimanya Raperda APBD tersebut Tahapan




42940.pdf

terakhir adalah menetapkan Raperda APBD dan rancangan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi mejadi Peraturan
Daerah tentang APBD. Paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran
sebelumnya. Setelah itu Perda APBD ini disampaikan oleh Bupati kepada
Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditetapkannya.

Terkait dengan Proses Evaluasi Perda APBD, berikut hasil wawancara
dengan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kapuas Hulu (AT) yang
menegaskan bahwa:

“Setelah semua dibahas ditetapkanlah menjadi APBD. tetapi RAPBD
vang telah disetujui oleh kitu sebagai DPRD. Di bawa dulu ke provinsi
dilakukan evaluasi untuk sinkronisasi antara program nasional dan
program provinsi setelah disetujui hasil evaluasi provinsi maka,
ditetapkanlah APBD menjadi perda APBD Kabupaten Kapuas Hulu ™.
(wawancara, 17 Maret 2015).

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat dikatakan bahwa proses akhir
dari Perda APBD adalah Evaluasi Perda APBD oleh Pemerintah Provinsi dalam
hal ini Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri sebelum Perda APBD tersebut
di undangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk
diberlakukan. Sebagai owtput akhir dan tahapan proses formulasi kebijakan
APBD oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014
yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
Selanjutnya setelah Perda APBD ini di undangkan dalam Lembaran Daerah, maka
secara legal formal sudah sah untuk di implementasikan oleh Pemerintah Daerah

melalui Satuan Kerja Perangkat Daerahnya.
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

1. Pada tahap perumusan masalah, banyaknya masalah yang teridentifikasi
didapat melalui Musrenbang dan melalui Reses DPRD. Tahap awainya
dimulai dari tahap bawah dengan melibatkan peran masyarakat melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa,
kecamatan hingga pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di
tingkat Kabupaten. Sehingga formulasi kebijakan ini dapat dikatakan bersifat
bottom up.

2. Pada tahap Agenda Kebijakan, masalah-masalah yang sudah di identifikasi
melalui Musrenbang kemudian dibahas berdasarkan tingkat urgensi prioritas
atau tidak. Masalah tersebut harus disesuaikan dengan RPJMD dan RKPD dan
selanjutnya disetujui dan disepakati bersama oleh Pemda dan DPRD untuk
menjadi program prioritas utama yang tertuang dalam Nota Kesepakatan
Kebijakan Umum Anggaran dan Penetepan Pagu Anggaran Sementara (KUA-
PPAS).

3. Pada tahap pemilihan alternatif kebijakan, berdasarkan pada KUA-PPAS,
maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja
Anggaran (RKA-SKPD) dan selanjutnya usulan RKA-SKPD tersebut dibahas
atau di Asistensi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan
melakukan penyesuaian terhadap RPJMD, RKPD dan KUA-PPAS serta
mempertimbang dampak (untung-rugi) terhadap kebijakan dalam program dan

kegiatan yang usulkan oleh SKPD.
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4. Pada tahap Penetapan Kebijakan, selanjutnya yaitu pembahasan bersama
antara Pemerintah Daerah dengan DPRD untuk mendapatkan persetujuan
bersama terhadap RAPBD Kab. Kapuas Hulu. Pada tahap ini terjadi benturan
kepentingan antara DPRD sebagai lembaga wakil rakyat yang syarat dengan
kepentingan politik dan mengatasnamakan aspirasi rakyat dengan perencanaan
yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. Walaupun terjadi tarik-ulur
kepentingan, owtpur akhir formulasi kebijakan yaitu produk hukum berupa
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2013 tentang
APBD Tahun Anggaran 2014 dengan jumlah dana Rp. 1.098.985.672.446,00
tetap ditetapkan sesuai dengan jadwal pada tanggal 30 Desember 2013.

B. Saran

1. Pada tahapan perumusan masalah, data usulan masalah yang diperoleh melalui
Musrenbang agar dilakukan cross check kebenaran dan kesesuain terhadap
usulan aspirasi masyarakat yang di dapat melalui Reses DPRD, sehingga
masalah tersebut tidak terkesan mengada-ada dan syarat kepentingan politis.

2. Dalam tahapan agenda kebijakan, Nota Kesepakatan KUA-PPAS antara
Bupati dan DPRD harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta
mengacu kepada RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan bersama, sehingga
program dan kegiatan yang dituangkan dalam APBD hasilnya dapat terukur
secara jelas.

3. Dalam pemilihan alternatif kebijakan, agar memperhatikan norma dan prinsip
anggaran yaitu; Transparansi dan Akuntabilitas, Disiplin Anggaran, Keadilan

Anggaran, Efisien Efektifitas Anggaran, serta Format Anggaran, sehingga
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RKAS-SKPD benar-benar kebutuhan prioritas masyarakat dan dapat
dipertanggung jawabkan;

Dalam Tahap Penctapan Kebijakan, proses penetapan APBD Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2014, sebaiknya Pemerintah Daerah mempunyai
dukungan data yang valid terkait program dan kegiatan yang telah disusun
sesuai perencanaan agar DPRD dapat memaham secara jelas mana program
prioritas dan bukan prioritas untuk pengalokasian dana dalam APBD,
sehingga dapat menghasilkan program-program yang berguna untuk
mensejahterakan masyarakat dan membangun Kabupaten Kapuas Hulu lebih

baik.
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Perumusan Masalah.

(1) Masalah apa saja yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu yang perlu mendapat
perhatian DPRD Kab. Kapuas Hulu.

a. Bidang Pekerjaan Umum;

b. Bidang Kesehatan;

¢. Bidang Pendidikan;

d. Bidang Pertanian dan Peternakan,;
e. Bidang Perikanan;

f. Bidang Perkebunan dan Kehutanan;
g. Bidang Perbatasan.

h. Bidang Transmigrasi dan Sosial;

(2) Bagaimana cara DPRD mendapatkan daftar masalah di Kabupaten Kapuas
Hulu.

(3) Bagaimana kualitas usulan masalah masyarakat, baik yang disampaikan
melalui Musrenbang maupun Reses DPRD.

B. Penyusunan Agenda Kebijakan.

(1) Masalah apa saja yang menjadi priontas masuk ke APBD Kabupaten
Kapuas Hulu.

(2) Usulan mana yang lebih dominan jadi priontas di APBD, apakah
Pemerintah Daerah atau DPRD?

(3) Apa hambatan usulan masyarakat tidak tertampung dalam APBD.

C. Pemilihan Alterbatif Kebijakan.
(1) Bagaimana proses negosiasi antara DPRD dan Pemda dalam penetapan
program prioritas.
(2) Bagaimana proses negosiasi antara DPRD dan Pemda dalam Penectapan
KUA-PPAS.
(3) SKPD mana saja yang menjadi prioritas kebijakan.

D. Penetapan Kebijakan.
(1) Bagaimana proses akhir penetapan APBD Kab. Kapuas Hulu?
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(2) Kapan Penetapan APBD.
(3) Apakah disetujut atau tidak oleh DPRD.
(4) Apa saja kendala dalam proses penetapan akhir APBD antara DPRD dengan

Pemda.
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